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Rutan PéﬂuTolék Tahanan Korupsi

Tak Terima Karena
Tersangka Sakit

PALU - Tersangka Meny
P Kasaedja, yang dijeblos-
kan pihak Kejaksaan Negeri
(Kejari) Palu ke dalam sel
tahanan Rumah Tahanan
Negara (Rutan) Kelas II A
Palu, Rabu (12/6), ternya-
ta ditolak oleh pihak Rutan.
Pasalnya, Tersangka ka-
sus dugaan korupsi penga-
lihan (dem) aset pemerin-
tah Provinsi Sulteng terse-
but sakit.

Penasehat Hukum
(PH) tersangka, Elvis SH.
Menurut Elvis, mengaku
langkah yang diambil pi-
hak Rutan adalah tinda-
kan tepat. Diakui sebelum-
nya ia memang sudah men-
gajukan bukti-bukti me-
dis yang menyatakan bah-
wa kliennya tersebut men-
derita sakit kepada penyi-
dik Kejaksaan Negeri Palu.
Namun proses penahanan
terhadap kliennya tetap di-
lakukan. Hingga akhirnya
pihak Rutan menolak kare-
na kondisi tersangka dalam
keadaan sakit.

Menurut Elvis, pihak
Rutan tidak berani dan me-
nolak kliennya untuk men-
jalani masa penahanan di
Rutan.

Yang disesalkan oleh

Elvis, adalah sikap Kejari
Palu yang dianggap berlebi-
han dan tetap ngotot un-
tuk menjebloskan kliennya
di Rutan. Tidak diterima di
Rutan, klienya dimasukan
ke RS Bhayangkara dengan
status masih tahanan kejak-
saan. Padahal ia juga sudah
memperlihatkan bukti me-
dis dari Prodia dan dokter.

Elvis menegaskan = se-
harusnya kliennya masih
dalam masa pengobatan
karena menderita penya-
kit diabetes. Penahanan pi-
hak kejaksaan tersebut di-
anggap Elvis tidak mengu-
tamakan dan mempertim-
bangkan rasa kemanusiaan.
Mestinya, hal tersebut su-
dah cukup untuk merubah
status penahanan tersangka
menjadi tahanan kota.

“Hukum tidak harus sep-
erti harimau lapar. Kalau
dia klien saya sehat-sehat
tidak masalah, dia juga kan
kooperatif,” tegas Elvis.

Selain itu Elvis juga
menjelaskan, bahwa = di-
dalam KUHAP juga sudah
diatur bahwa orang yang
sakit tidak bisa ditahan.
Kejaksaan, kata Elvis, ti-
dak harus ragu dengan kli-
ennya, karena ia tidak akan
menghilangkan alat buk-
ti, alamatnya jelas, sebagai
seorang PNS, dan istrinya
juga menjamin.

“Kalau kejaksaan tetap
ngotot, justru akan mem-
buat tekanan psikis terha-
dap klien saya dan hal terse-

but justru tidak akan mem-

bantu  penyembuhannya.
Ini berarti mereka meng-
inginkan klien saya drop
dan mati,” tandas Elvis.

Ta berharap agar pihak
kejaksaan, mestinya su-
dah bisa mempertimbang-
kan untuk merubah status
penahanan kliennya, men-
jadi tahanan kota. Sebab
Kliennya, —membutuhkan
penyembuhan.

Sementara itu, Kasi Pidsus
Kejari Palu, Alham SH yang
dikonfirmasi membenarkan
bahwa tersangka ditolak
di Rutan Maesa. Sehingga,

ang bersangkutan dimasu-

an ke RS Bhayangkara un-

tuk proses penyembuhan.
Apabila sudah sembuh,
akan kembali dimasukan ke
Rutan. |

Ditanya seputar keingi-
nan tersangka melalui pe-
nasehat hukumnya, tentang
pengalihan tahanan men-
jadi tahanan kota, Alham
mengaku belum menerima
permohonan dari pihak ter-
sangka. Sebelumnya, diakui
ada permohonan dari pihak
tersangka. Tapi hanya per-
mohonan untuk tidak di-
lakukannya penahanan ter-
hadap tersangka. Itupun,

dimasukan sebelum pemer-
iksaan tersangka.

Sehari sebelumnya, ter-
sangka ‘ rangkaian perka-
ra dem aset yang dijalani
Yuliansyah ini, dijebloskan
ke dalam Rutan oleh pi-
hak Kejaksaan sekitar pu-
kul 13.00 Wita, usai men-
jalani pemeriksaan seb-
agai tersangka. terkait ka-
sus dugaan korupsi pengali-
han (dem) aset pemerintah
Provinsi Sulteng, berupa ta-
nah di Jalan Basuki Rahmat
nomor D 04, Kelurahan
Tatura Utara, Kecamatan
Palu Selatan.

Penahanan
Kasaedja yang menja-
bat  sebagai  Kasubag
Kepegawaian dan Umum
pada Dinas Sosial Sulawesi
Tengah tersebut  tertu-
ang dalam Surat Perintah
Penahanan Nomor: Print -
1496/R.2.10/Fd.1/06/2013
tanggal 12 Juni 2013, yang
ditandatangani Kajari Palu,
Asnawi

Dalam kasus tersebut
tersangka diancam Pasal 2
ayat 1 subsidair Pasal 3 leb-
ih subsidair Pasal 9 Undang
- undang (UU) Nomor 31
Tahun 1999 yang telah di-
ubah dan ditambah dengan
UU Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan
Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1)
ke 1 KUHP. (iwn)
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